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Abstrak
In this last decade, a closed cooperation of rural development “Saemaul Undong”
between South Korea and Vietnam has been formed. Saemaul Undong is a success model
of South Korea’s rural development. Along with it, question related to the possibility of
adopting Saemaul Undong by developing countries arises. With this regard, this research
attempts to explain the reasons why this cooperation has been formed. By using concept
of cooperation, this research tries to observe the existence of goals and benefits in
“Saemaul Undong” cooperation between South Korea and Vietnam. Result of this
research affirmed that goals and benefits spurred “Saemaul Undong” cooperation
between both parties. South Korea aimed to internationalized its Saemaul Undong, while
Vietnam aimed to attain the success of rural development. In this context, South Korea
was able to provide funding, experience, and knowledge in mobilizing rural people’s
participation, while Vietnam was able to justify the possibility of adopting SU by
developing countries. Finally, this research showed that cooperation can not be
separated from goals and benefits of parties.
Kata Kunci:
Cooperation, benefits, development, goals, rural development, Saemaul Undong, South
Korea, Vietnam.
Abstrak
Penelitian ini mencoba menjelaskan alasan yang melandasi kerjasama “Saemaul Undong” (SU)
dibentuk. Dengan menggunakan kerangka konsep kerjasama neoliberal, penelitian ini mencoba
mengamati adanya tujuan dan manfaat kerjasama antara Korea Selatan dan Vietnam. Temuan
penelitian ini menegaskan bahwa tujuan dan manfaat khusus yang mendorong kerjasama SU
antara kedua belah pihak. Di satu sisi, Korea Selatan bertujuan untuk menginternasionalisasi
konsep SU. Sementara Vietnam bertujuan untuk mencapai keberhasilan pembangunan pedesaan.
Dalam konteks ini, Korea Selatan dapat memberikan dana, pengalaman, dan pengetahuan untuk
memobilisasi partisipasi masyarakat pedesaan, sementara Vietnam dapat membenarkan
penerapan SU pada negara-negara berkembang. Artikel ini ditutup dengan ini menunjukkan
bahwa kerjasama tidak terlepas dari tujuan dan manfaat yang diterima masing-masing pihak.

Kata Kunci:
Kerjasama, manfaat, pembangunan, tujuan, pembangunan pedesaan, Saemaul Undong, Korea
Selatan, Vietnam.
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PENDAHULUAN
Sejak pemulihan hubungan diplomatik pada 1992, hubungan ekonomi antara
Korea Selatan (selanjutnya akan disebut Korea) dan Vietnam mengalami peningkatan
pesat, termasuk dalam area kerja sama pembangunan. Pada 1991, Vietnam hanya
menempati peringkat ke-104 sebagai negara penerima Official Development Assistance
(ODA) Korea. Sementara itu, dalam periode 2000an, Vietnam menempati peringkat
ketiga dari 138 negara penerima ODA Korea (Cheong, 2008). Dalam periode yang sama,
ODA Korea ke Vietnam mengalami peningkatan, terutama pasca 2010 yang bertepatan
dengan aksesi Korea dalam Organization for Economic Co-operation and DevelopmentDevelopment Assistance Committee (OECD) (Watson, 2012). Di bawah ini merupakan
data distribusi ODA Korea ke Vietnam dalam periode 2000-2014.

Aliran ODA Korea
(USD 1,000,000)

Grafik 1. Distribusi ODA Korea ke Vietnam Periode 2000-2014.
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Vietnam 16,0339,0823,5913,7134,4418,6913,72 28,4 58,6162,21101,2146,4207,6242,5 187

Sumber: diolah kembali dari (Government of Republic of Korea, 2015).

Dalam praktik distribusi ODA, Korea senantiasa menekankan pada pengalaman
keberhasilan pembangunan ekonominya sebagai keunggulan yang dimiliki. Salah satu
program ODA yang memuat pengalaman tersebut yakni Saemaul Undong (selanjutnya
akan disebut SU) atau New Village Movement (Bondaz & Allard, 2014). Dalam konteks
ini, Vietnam menjadi negara yang memiliki sejarah paling panjang dengan SU. 1 Korea
turut menjadikan Vietnam sebagai target prioritas untuk program SU (Kim Y. M., 2014).
Di sisi lain, Vietnam memberikan dukungan atas keutamaan SU di level internasional
dengan merujuk kepada pengalaman pengadopsian SU yang telah dilakukan. Dukungan
tersebut diwakili oleh pidato yang disampaikan oleh Presiden Truong Tan Sang dalam
salah satu kegiatan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema “New Rural
Development Paradigm and the Inclusive and Sustainable New Community Model” pada
September 2015. Dalam pidato tersebut dijelaskan kunci kesuksesan SU yang dapat
diadopsi oleh negara berkembang untuk mencapai kesuksesan pembangunan ekonomi,
yakni penempatan masyarakat sebagai inti strategi (Vietnam News Agency, 2015).
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Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa telah terbentuk kerja sama yang
istimewa diantara Korea dan Vietnam dalam konteks pembangunan desa, khususnya
dalam program SU. Skenario tersebut menarik untuk dibahas secara lebih jauh karena
pembangunan ekonomi Korea pada 1970an dipandang berlangsung di bawah situasi
khusus. Korea merupakan bangsa yang homogen, memiliki praktik pembangunan
ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah, dan rezim berkuasa Korea memperoleh
perlindungan dari AS yang memungkinkan negara ini untuk berkonsentrasi terhadap
pembangunan ekonomi (Chung, 2013). Sementara itu, saat ini negara berkembang berada
dalam situasi berbeda, beberapa negara berkembang bahkan menghadapi situasi yang
lebih sulit terkait isu multi-etnis dan multi-agama (Kim K. R., 2015, hal. 3). Secara lebih
jauh, studi Antoine Bondaz and Léonie Allard mengkaji fakta bahwa SU turut
menyokong pemerintah diktator Korea dalam menekan upaya demokratisasi, sedangkan
saat ini penghargaan terhadap HAM menjadi standar internasional dari ODA (Bondaz &
Allard, 2014, hal. 6). Tambahan lagi, pelaksanaan sebagian besar SU oleh Committee for
International Development Cooperation di Asia dan Afrika ternyata hanya menjadi
proyek pameran satu kali tanpa tujuan khusus, evaluasi hasil secara rinci, atau upaya
untuk memperbaiki kesalahan (Kim K. R., 2015, hal. 6).
Dengan menggarisbawahi situasi khusus Korea dalam periode pelaksanaan
pembangunan ekonomi serta pelaksanaan program SU yang tidak berkelanjutan pada
sebagian besar negara penerima ODA Korea, tulisan ini mengajukan pertanyaan,
“Mengapa kerja sama pembangunan desa dalam program SU diantara Korea dan
Vietnam dapat berjalan secara berkelanjutan?” Melalui pertanyaan penelitian tersebut,
tulisan ini akan mengkaji alasan keberlanjutan kerja sama pembangunan desa antara
Korea dan Vietnam.
METODOLOGI
“Kerja sama” sebagai Kerangka Konsep
Pembahasan dalam tulisan ini akan menggambarkan kerja sama pembangunan
pedesaan model “Saemaul Undong” antara Korea dan Vietnam sebagai salah satu
program unggulan di bawah skema ODA Korea. Menggarisbawahi hasil studi Helen
Milner yang merangkum pemikiran beberapa tokoh ilmu Hubungan Internasional, seperti
Keohane, Kenneth A. Oye, Robert Putnam dan Nicholas Bayle, Joseph Grieco dan Peter
Haas mengenai konsep kerja sama, tulisan ini akan menggunakan hasil studi tersebut
sebagai acuan. Pemilihan kerangka konsep sejalan dengan tujuan penulisan yakni
menjelaskan tujuan dan keuntungan yang menggerakkan kerja sama pembangunan desa
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Indah Lestari

antara Korea dan Vietnam. Paragraf selanjutnya akan berisi pemaparan sederhana dari
hasil studi Milner terkait konsep kerja sama.
Menurut Milner, kerja sama akan terjadi ketika satu pihak menyesuaikan tindakan
mereka terhadap preferensi pihak lain, melalui proses koordinasi kebijakan. Sementara
itu, koordinasi kebijakan berarti bahwa masing-masing negara telah melakukan
penyesuaian kebijakan untuk mengurangi konsekuensi negatif bagi negara lain. Merujuk
kepada pemahaman di atas, konsepsi kerja sama terdiri dari dua elemen penting. Pertama,
perilaku masing-masing pihak yang terlibat diarahkan ke suatu tujuan. Dalam konteks ini,
tujuan bagi semua pihak tidak berarti harus sama, melainkan bersifat rasional bagi
masing-masing pihak. Kedua, kerja sama memberikan keuntungan bagi pihak terlibat.
Keuntungan juga tidak harus sama dalam konteks besaran atau bentuk bagi masingmasing negara, akan tetapi bersifat mutual. Dengan kata lain, masing-masing pihak
membantu pihak lain untuk mencapai tujuan mereka dengan menyesuaikan kebijakan dan
secara bersamaan mengantisipasi keuntungan mereka sendiri. Dalam konteks ini, masingmasing pihak tidak perlu mengubah kebijakan mereka untuk membantu pihak lain,
meskipun hal ini merupakan langkah antisipasi untuk memperbaiki situasi satu pihak
yang mengarahkan pada penyesuaian kebijakan pihak lain (Milner, 1992).
Dalam tulisan ini, konsep kerja sama ini akan digunakan untuk menganalisis
tujuan dan keuntungan yang upayakan oleh Korea dan Vietnam dalam kerja sama
pembangunan pedesaan model Saemaul Undong. Tujuan dan keuntungan yang bersifat
mutual antara kedua negara menjadikan kerja sama ini bisa terbentuk.
Saemaul Undong sebagai Model Pembangunan Pedesaan di Korea
SU merupakan progam pembangunan desa di Korea yang dimulai pada 19701971. Dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk desa dan
memperkecil ketimpangan antara desa dan kota, pemerintah menjalankan kerja sama
dengan penduduk desa. Mengacu kepada prinsip “spirit of dilligence, self-help, dan
cooperation” serta moto “Let’s Live Well!,” pemerintah Korea selanjutnya menginisiasi
tiga langkah utama, sebagai berikut. Pertama, pemerintah Korea menyadarkan,
menghilangkan kepasrahan, dan menanamkan rasa percaya diri pada penduduk desa.
Kedua, pemerintah Korea melakukan perbaikan terhadap lingkungan hidup, misalnya
melalui praktik renovasi rumah dan pengaliran listrik. Terakhir, pemerintah Korea
membangun perekonomian desa dengan meletakkan dasar bagi peningkatan kualitas
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produk pertanian dan pendapatan penduduk desa (Korea International Cooperation
Agency, 2015, hal. 3).
Dalam 10 tahun awal, pelaksanaan SU melalui tiga tahapan dengan prioritas
berbeda dalam setiap tahapan. Pada tahap pertama (1970-73), prioritas pembangunan
diberikan pada praktik peningkatan infrastruktur melalui pelaksanaan gerakan
“Constructing Better Villages”. Pada tahap kedua (1974-76), prioritas bergeser pada
proyek peningkatan pendapatan, proyek revolusi mental, dan proyek peningkatan
lingkungan hidup. Pada tahap ketiga (1977-1979) dikenal sebagai tahap implementasi.
Penekanan ditandai dengan upaya peningkatan pendapatan dan perluasan fasilitas yang
berkaitan dengan kearifan lokal dan kesejahteraan wilayah desa di Korea (Trang, Trang,
& Hanh, 2014, hal. 5).
Kesuksesan SU secara besar berkontribusi terhadap pembangunan desa dan
menumbuhkan keinginan atas kemakmuran yang lebih besar di masa mendatang. Data
tersebut menunjukan infrastruktur desa berhasil mengalami perbaikan, seperti perluasan
jalan, pembangunan pusat, dan sebagainya. Secara lebih jauh, sesuai dengan harapan,
pendapatan rumah tangga penduduk desa di Korea mengalami peningkatan pesat. Sebagai
gambaran, pendapatan rumah tangga penduduk desa pada 1976 lebih besar 3,25 kali
daripada tahun 1971.Sementara itu, pendapatan rumah tangga penduduk desa pada 1981
lebih besar 10,35 kali daripada tahun 1971. Secara lebih rinci, Gambar 2. memuat data
peningkatan rumah tangga penduduk desa dalam periode pelaksanaan SU, 1970an (Han,
2012, hal. 10).

Grafik 2. Peningkatan Pendapatan Desa pada Pelaksanaan Saemaul Undong.
Sumber: disadur dari (Jun, 2010).

Keberhasilan sebelumnya dipandang sebagai implikasi dari keistimewaan SU.
Sebagaimana studi yang dilakukan Edward Reed (2010), SU berjalan atas sokongan dua
hal. Pertama, program pembangunan komprehensif agrikultur dan desa berskala nasional
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yang secara agresif didorong oleh kekuasaan pemerintah dan disokong oleh sumber
utama. Kedua, pengerahan kerja sama pada tingkat pedesaan yang memungkinkan petani
untuk berpartisipasi serta memperoleh keuntungan dari program terkait. Chang Soo Choe
turut mengidentifikasi empat faktor kunci kesuksesan SU. Pertama, bimbingan
pemerintah nasional dan dukungan untuk SU memainkan peran sangat penting selama
SU berlangsung. Kedua, partisipasi masyarakat yang tinggi dalam implementasi SU.
Ketiga, SU mampu mencapai kesuksesan dengan melahirkan sosok pemimpin yang
dipilih sendiri oleh masyarakat pedesaan. Keempat, sebagai suatu gerakan untuk
reformasi spiritual, SU mengilhami masyarakat dengan semangat kesungguhan atau spirit
of diligence, kemandirian atau self-reliance, dan kerja sama atau cooperation (Luan,
2013, hal. 16-17).
Dengan kata lain, SU memuat kebijakan dan strategi pemerintah serta partisipasi
masyarakat secara tepat. SU menggunakan pendekatan yang berbeda dengan
menggabungkan pelatihan capacity-building dan institution-building dengan aktivitas
pembangunan fisik berdasarkan kebutuhan penduduk desa. Secara efisien, SU menangani
persoalan penduduk desa yang bersifat beragam namun berkaitan satu dengan lain. Di
bawah bimbingan pemerintah, prioritas ditetapkan oleh penduduk desa dengan praktik
pelaksanaan secara bertahap. Konsep koordinasi secara horizontal dan integrasi vertikal
turut dijalankan dalam program SU saat ini. Komite, dipimpin oleh Ministry of Home
Affairs, berasosiasi dengan kementerian dan organisasi terkait, dibentuk di pusat
pemerintahan. Pada setiap tingkat pemerintah lokal, komite khusus untuk koordinasi turut
dibentuk. Setiap tingkat pemerintah menangani program di bawah pengawasannya dan
melapor kepada otoritas pada tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah pusat menyediakan
pedoman dan arahan yang bersifat umum serta mengkoordinasi keseluruhan pengeloaan
rencana tersebut. Sementara itu, pemerintah lokal berperan sebagai penghubung yang
menyampaikan suara penduduk pedesaan ke pusat dan mendistribusikan arahan dari pusat
ke penduduk pedesaan. Dalam proses ini, prinsip “more assistance to more successful
villages” memiliki peran penting dengan meningkatkan kompetisi diantara penduduk
desa dan memajukan partisipasi lebih dalam rangka mencapai capaian lebih baik. Secara
khusus, pemerintah Korea memberikan penghargaan kepada desa beserta pemimpinnya
yang berhasil, dan pihak-pihak yang memperoleh penghargaan dianggap sebagai
pahlawan nasional dan mempresenttasikan pengalaman mereka dalam pertemuan kabinet
dan kursus pelatihan dan di sekolah. Faktor penting lain yakni program pelatihan
capacity-building yang diberikan kepada lebih dari 500.000 orang dalam periode 1972182
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1980. Tidak hanya kemampuan praktikal dan teknologi terkait manajemen proyek, kursus
pelatihan ini turut menyediakan kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan dan
bertukar pikiran diantara peserta.
PEMBAHASAN
Saemaul Undong sebagai Model Pembangunan Global
Kesuksesan SU dalam memodernisasi desa dan pertumbuhan ekonomi Korea
dalam periode 1970an menjadikan SU sebagai gerakan modernisasi paling sukses dalam
sejarah Korea moderen. Secara lebih jauh, SU dipandang sebagai model sukses dari upaya
pengentasan kemiskinan, revolusi mental, dan modernisasi desa di Korea (Han, 2012, hal.
10). Sehubungan dengan itu, Korea berusaha menawarkan SU pada negara mitra
pembangunan di bawah skema pendanaan ODA. Dalam konteks ini, target SU tidak
hanya ditujukan terhadap sumber pendapatan rumah tangga petani, tetapi juga kebutuhan
dasar di wilayah desa, termasuk pembentukan komunitas, perbaikan rumah dan dapur,
pelatihan pemimpin, dan pekerjaan lain yang berkenaan dengan lingkungan hidup,
kesejahteraan, dan keterlibatan secara spiritual di bawah semboyan “Let’s work harder
to be better off (Jang & Yoonjung, 2016, hal. 5).” Dengan kata lain, Korea bertujuan
untuk membantu negara berkembang keluar dari persoalan kemiskinan melalui SU
(Korea International Cooperation Agency, 2015, hal. 3).
Tabel 1. Skala Pendanaan Proyek Saemaul Undong ODA.
Ministry
Project Title
Total budget of central government departments
(government expenditure)
Support for the National
MOI
Agricultural Cooperative
Federation
MOFA
Financial support for KOICA
Goverment
International agricultural
expenditure MAFRA
cooperation
Overseas agricultural
RDA
technology development
MOSF
Financial support for AfDB, etc.
Local government
Financial support for Saemaul
expenditure
Globalization Foundation

2011

2012

2013

2014

2015

253

306

395

413

547

12

20

21

25

25

180

225

294

322

449

61

61

64

62

58

-

-

-

-

15

-

-

12

-

-

28

38

43

37

54

(Unit: KW 100 Juta)
Sumber: diolah kembali dari (Jang & Yoonjung, 2016, hal. 8).

Pada dasarnya, sejak 2000, beberapa proyek ODA SU telah diimplementasikan
melalui beberapa metode, misalnya program konsultasi dan undangan pelatihan. Sejak
2011, beberapa proyek telah diimplementasikan dengan merujuk kepada Basic Plan for
Saemaul Undong ODA Projects. Dengan mempertimbangkan kepentingan global dan
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keinginan besar pemerintah Korea untuk melakukan transfer SU sebagai konten utama
dari model pembangunan desa di bawah kerangka ODA, Prime Minister’s Office (PMO)
meluncurkan Basic Plan for Saemaul Undong Project pada Mei 2011. Sehubungan
dengan itu, sejak 2015, proyek SU ODA yang diimplementasikan oleh lima institusi
mencapai KRW 60,1 milyar, setara dengan sekitar 2,5% dari jumlah proyek ODA Korea
(KRW 2.3782) (Jang & Yoonjung, 2016, hal. 7). Secara khusus, Tabel 1. menunjukkan
terjadi peningkatan skala pendanaan proyek SU ODA Korea dalam periode 2011-2015.
Selanjutnya, dalam Sidang ke-70 UN General Assembly dan UN Sustainable
Development Summit yang dilaksanakan pada September 2015, Presiden Park Geun-hye
menyampaikan pidato yang menjelaskan perhatian Korea terhadap isu-isu utama global,
termasuk isu pembangunan, perubahan iklim, serta perdamaian dan keamanan. Dalam
konteks ini, Presiden Park menyampaikan langkah-langkah Korea dalam menyokong
pencapaian kesuksesan Sustainable Development Goals (SDGs), dengan memberikan
penekanan terhadap SU. Presiden Park berjanji untuk menjalankan serangkaian upaya
untuk mengembangkan kerangka kerja SU menjadi paradigma baru pembangunan desa
di level global.
Menurut Presiden Park, Korea akan melanjutkan kerja sama dengan United
Nations Development Programme (UNDP), OECD, dan organisasi internasional lain
dalam membagikan pengalaman dan pengetahuan Korea. Sebagai tindak lanjut dari
pernyataan Presiden Park sebelumnya, pemerintah Korea yang diwakili oleh The Office
for Government Policy Coordination, MOFA, dan Ministry of the Interior (MOI)
mengkonfirmasi Plan for Global Spread of Saemaul Undong dan Master Plan of Global
Saemaul Undong dalam Sidang ke-25 International Development Cooperation
Committee (diketuai oleh Perdana Menteri) pada 3 Mei 2016 (Jang & Yoonjung, 2016,
hal. 1-3).
Implementasi Saemaul Undong di Vietnam
Sejarah pembangunan nasional Vietnam telah dimulai pada 1986, yakni
bertepatan dengan peluncuran kebijakan ekonomi sosialis yang berorientasi pasar dan
masih dalam pengawasan negara dikenal sebagai Doi Moi.2 Sejak saat itu, Vietnam
mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, disertai dengan peningkatan angka urbanisasi.
Merujuk kepada General Statistics Office of Vietnam (GSO), persentasi jumlah penduduk
Vietnam yang bermukim di desa mengalami penurunan dari 80,7% pada 2009 menjadi
69% pada 2010. Selanjutnya, pada 2010, rata-rata pendapatan penduduk desa berada
184
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dalam besaran USD 80 atau setara dengan dua kali lebih rendah daripada penduduk kota.
Sementara itu, rasio kemiskinan di wilayah desa yakni 17,4% setara dengan empat kali
lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kota. Sebagai tambahan, penduduk desa di
Vietnam memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur yang memadai dan metode
pertanian berteknologi maju, serta memiliki sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas rendah. Kondisi tersebut memunculkan urgensi bagi pemerintah Vietnam
untuk meluncurkan “National Target Program on New Rural Development (NRD) for
2010-2020”. NRD merupakan program yang bertujuan membangun perekonomian desa
dan meningkatkan standar hidup penduduk desa (Trang, Hanh, & Trang, 2015).
Setelah hampir lima tahun NRD dijalankan, merujuk kepada Ministry of
Agriculture and Rural Development (MARD), rata-rata pendapatan penduduk desa
mengalami peningkatan 1,98 kali dibandingkan dengan tahun 2010 dan rasio kemiskinan
mengalami penurunan sebanyak 2% setiap tahun dari 2008-2014 menjadi 10,1%. Sebagai
tambahan, program NRD telah meningkatkan kondisi infrastruktur melalui pembangunan
lebih dari lima ribu infrastruktur secara nasional. Meskipun demikian, ketimpangan
diantara target program dengan hasil yang telah dicapai masih lebar. Merujuk kepada
studi yang dilakukan KOICA bersama Global Development Network (GDN),
ketimpangan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama, terdiri dari kurangnya modal
investasi untuk program NRD dan pengerahan keterlibatan penduduk lokal yang tidak
efektif.
Modal yang dialokasikan untuk program NRD dalam periode 2011-2014 yakni
USD 23 milyar atau setara dengan 25% dari jumlah modal yang dialokasikan untuk
keseluruhan program. Pinjaman mengambil bagian paling besar, terhitung sebesar 57,2%
dari jumlah modal, sedangkan kontribusi penduduk lokal hanya sebesar 10%. Hasil studi
selanjutnya menemukan bahwa sebagian besar penduduk desa tidak pernah mendengar
tentang NRD. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak eksternal justru memainkan peran
signifikan dalam implementasi NRD. Padahal, merujuk kepada semboyan NRD yakni
“People know, People discuss, People do, People monitor, and for the benefit of rural
people themselves,” sudah seharusnya penduduk desa memiliki rasa kepemilikan yang
tinggi atas program tersebut.
Dalam konteks ini, SU merupakan program dengan pengalaman kesuksesan
menggerakkan partisipasi penduduk lokal dan menjadi kunci revolusi kehidupan desa di
Korea (Korea International Cooperation Agency, 2015, hal. 3). Pada dasarnya,
ketertarikan Vietnam terhadap SU mulai terlihat setelah Perdana Menteri Do Muoi
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mengunjungi Korea untuk pertama kali pada 1995. Pengalaman sepuluh tahun
menjalankan Doi Moi dan momentum berakhirnya Perang Dingin menciptakan situasi
yang kondusif bagi Vietnam untuk mencari ide dan model baru pembangunan. Secara
pribadi, Perdana Menteri Du Muoi meminta izin untuk melakukan kunjungan ke lokasi
di Korea yang berhasil mencapai kesuksesan SU. Perdana Menteri Du Muoi menyaksikan
bagaimana sebuah desa mampu membangun infrastruktur sosial-ekonomi melalui SU
pada 1970an. Selain itu, PM Du Muoi melihat kesamaan karakteristik desa Korea Selatan
pada 1970an dan Vietnam pada 1990an. Sehubungan dengan itu, Perdana Menteri Du
Muoi mengajukan permintaan kepada Korea untuk mengajarkan SU kepada pemerintah
Vietnam dan merencanakan proyek percobaan SU di Vietnam (Kim J. H., 2013, hal. 49).
Pada tahun 1998, Vietnam mengajukan permintaan program percobaan SU
kepada KOICA di Vietnam. Permintaan tersebut diterima KOICA pada tahun berikutnya.
Penyebaran SU pertama kali dimulai pada 2000 melalui program percobaan dua tahun
oleh KOICA dan MARD. Meskipun demikian, dari perspektif NGOs, proyek percobaan
SU di Vietnam telah dimulai lebih awal. Sebagai gambaran, pada 1999, National Council
of Saemaul Undong menginisiasi program percobaan pertama pada tiga desa di Provinsi
Ha Tray dan membangun taman kanak-kanan, pusat kesehatan, membangun jalan
sepanjang 1,3km dalam waktu dua tahun. Dengan kata lain, Vietnam telah memiliki
pengalaman dengan SU selama 18 tahun. Hingga saat ini lebih dari tiga puluh proyek SU
dijalankan di Vietnam melalui kerja sama dengan KOICA, organisasi non-pemerintahan,
dan pemerintah provinsi (Kim J. H., 2013, hal. 49-50). Meskipun demikian, tulisan ini
akan memfokuskan pembahasan pada kerja sama SU yang dijalankan Vietnam dengan
KOICA. Fokus tersebut dipilih dengan mempertimbangkan posisi KOICA sebagai
lembaga utama penginisiasi SU Korea dan ketersediaan data.
SU di Vietnam telah dijalankan oleh KOICA pada beberapa provinsi seperti
Provinsi Quang Tri (2000-2001 dan 2014-2017), Provinsi Thai Nguyen (2000-2001),
Provinsi Ba Ria-Vung Tau (2014-2017) (UNDP, 2015), Provinsi Lao Cai (2014-2017),
dan Provinsi Ninh Thuan (2014-2017) (Korea International Cooperation Agency, 2015,
hal. 1). Untuk mengetahui peran SU dalam praktik pembangunan desa di Vietnam secara
lebih jauh, bagian selanjutnya akan menyoroti tiga proyek SU yakni proyek Khoi Ky,
proyek Quang Tri, dan proyek Thanm Ngan.
Pembahasan pertama mengenai proyek Khoi Ky. Proyek percobaan SU pertama
dijalankan dalam periode 2001-2002 di komune Komune Khoi Ky, Distrik Dai Tu,
Provinsi Thai Nguyen yang berlokasi 150km di sebelah utara Hanoi. Komune Khoi Ky
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terdiri dari enam desa dengan jumlah populasi 1.900. Perekonomian wilayah ini sangat
bergantung terhadap aktivitas pertanian, terutama padi dan daun teh serta kacang dan
jagung. Produksi tahunan untuk padi sebanyak 3,8 ton/ha dan untuk teh sebanyak 1
ton/ha. Sementara itu, rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar USD 366 satu tahun
sebelum pelaksanaan proyek percobaan SU (Kim J. H., 2013, hal. 52).
Pelaksanaan proyek Khoi Ky dibagi dalam dua bagian utama. Pertama,
pembangunan infrastruktur dan penyebaran teknologi pertanian untuk meningkatkan
standar hidup dan meningkatkan pendapatan rumah tangga penduduk desa. Kedua,
pelatihan dan pendidikan melalui pengiriman ahli SU ke Vietnam serta mengundang
perwakilan Vietnam untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana
SU dapat diaplikasikan dalam konteks Vietnam, dengan di saat bersamaan menyediakan
pelatihan keterampilan bagi penduduk desa. Berdasarkan tinjauan, 80-90% penduduk
desa menyatakan bahwa proyek percobaan SU telah memberikan dampak positif bagi
kehidupan mereka (Kim J. H., 2013, hal. 54).
Pembahasan kedua mengenai proyek Quang Tri. Terletak di Vietnam bagian
tengah, Provinsi Quang Tri merupakan salah satu wilayah tertinggal dengan mayoritas
penduduk terdiri dari kelompok etnis minoritas yang miskin. Di provinsi ini, 73%
masyarakat bermukim di wilayah desa serta dijumpai pendapatan per kapita paling rendah
di Vietnam. Penduduk Quang Tri turut mengalami tantangan besar terkait isu iklim.
Setiap tahun pada saat musim hujan berlangsung, curah hujan yang terlalu tinggi
menyebabkan bencana banjir yang menimbulkan korban harta dan nyawa. Dalam konteks
ini, upaya yang dijalankan untuk mengentaskan persoalan yang dihadapi Provinsi Quang
Tri terbilang masih sedikit. Infrastruktur yang tidak memadai serta tingkat pendidikan
masyarakat lokal yang rendah menjadi penghalang utama proses penciptaan lapangan
pekerjaan di provinsi ini (Nhan Dan, 2015).
Menanggapi situasi tersebut, di bawah kesepakatan yang ditandatangani diantara
pemerintah Provinsi Quang Tri dan KOICA pada Mei 2012, proyek SU dilaksanakan.
Diluncurkan pada 6 Februari 2015, SU di Vietnam disusun berdasarkan pada Vietnam’s
National Target Program on New Rural Development (NTD-NRD). Dalam konteks ini,
perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan proyek tidak terlepas dari keberhasilan
pelaksanaan proyek percobaan SU di komune Vinh Thanh, Desa Hien Luong, Provinsi
Quang Tri pada 2001. Dengan nama “Happiness Programme,” program empat tahun
tersebut ditargetkan untuk meningkatkan pendapatan tujuh komune atau setara dengan
47.000 rumah tangga di Provinsi Quang Tri.
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Merujuk kepada laporan yang diterbitkan KOICA, pembangunan Provinsi Quang
Tri menunjukkan perkembangan pasca peluncuran SU dengan infrastruktur yang berhasil
ditingkatkan. Skema khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal juga
telah dijalankan. Penyediaan alat dan pengembangan kapasitas tenaga kerja kesehatan
telah dijalankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya,
pelatihan terkait administrasi telah diberikan kepada pejabat publik provinsi. Selain itu,
turut dilaksanakan gerakan penanaman pohon di sepanjang garis pantai (Korea
International Cooperation Agency, 2015). Sehubungan dengan itu, SU dipandang mampu
menciptakan harapan dan gairah masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam praktik
pembangunan.
Pembahasan ketiga mengenai proyek Thanm Ngan. Proyek ini fokus kepada
pengembangan value-chain agrikultur di Desa Thanm Ngan, Provinsi Ninh Thuan yang
dijalankan melalui kolaborasi antara KOICA dan CJ CheiJedang. Dana tersedia senilai
USD 2,1 juta akan diinvestasikan dalam jangka waktu tiga tahun mulai dari April 20142017 untuk menyokong pembangunan kelompok minoritas Ray Lac (Kim S. J., 2014).
Menurut CJ CheilJedang, sistem pertanian yang tidak tepat (meliputi keabsenan kerangka
kerja pertanian yang mapan yang menyebabkan inefektivitas dan ketidakberlanjutan
aktivitas produksi serta depresi ekonomi) merupakan faktor utama yang menyebabkan
kemiskinan di Desa Thanm Ngan II. Sehubungan dengan itu, implementasi proyek
Thanm Ngan disusun dengan fokus terhadap tiga tujuan utama sebagai berikut (CJ Group,
2014).
Pertama, mendefinisikan ulang pemahaman mengenai produktivitas dalam valuechain. CJ CheilJedang berupaya untuk meningkatkan hasil panen Desa Thanm Ngan
melalui pemberian teknik dan pelatihan pertanian dengan teknologi maju (meliputi teknik
dan pelatihan pemilihan benih unggul) dan pembangunan infrastruktur (meliputi
pembangunan ulang dan perbaikan sistem air). Selanjutnya melalui keberlanjutan bantuan
teknis, model pertanian, dan fasilitas penelitian yang disediakan, petani lokal diharapkan
mampu menerima informasi secara tepat waktu. Dalam konteks ini, sejalan dengan upaya
meningkatkan kualitas dan hasil panen petani lokal, CJ CheilJedang turut memberikan
informasi terkait kestabilan pasar untuk produk pertanian agar dapat memperoleh produk
pertanian dalam tingkat harga yang wajar. Secara lebih jauh, peningkatan produktivitas
dan kontrak yang stabil untuk produk pertanian dapat meningkatkan kualitas value-chain
dan lingkungan operasional lokal.
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Kedua, peningkatan kualitas lingkungan operasional lokal. Dengan menjadikan
SU sebagai inspirasi, taktik secara multidimensional digunakan untuk meningkatkan
value-chain dalam sektor pertanian Vietnam dengan prioritas peningkatan keuntungan
kegiatan pertanian serta keterampilan dan potensi para petani secara individual. Langkah
kunci terdiri dari peningkatan kapabilitas penduduk dengan memberikan dukungan
terhadap serikat petani dan praktik kredit mikro serta meningkatkan standar hidup dengan
melakukan perbaikan atas fasilitas pendidikan dan fasilitas kota.
Ketiga,

memajukan

praktik

kemitraan

dan

kepemimpinan

yang

bertanggungjawab. Secara internasional, jaringan global kemitraan yang diorganisir oleh
CJ CheilJedang menghubungkan perusahaan dengan KOICA, pemerintah Vietnam
bagian tengah, dan Syngenta (agribisnis berskala global yang berbasis di Swiss).
Kemitraan yang terbentuk tersebut berimplikasi terhadap peningkatan pengetahuan bisnis
CJ CheilJedang yang mengarahkan kepada informasi penting berkaitan dengan strategi
perusahaan.
Paparan tersebut memperlihatkan upaya Korea untuk menjadikan SU sebagai role
model pembangunan pedesaan di level global. Hal ini dilakukan Pemerintah Korea
melalui distribusi ODA yang sudah dimulai sejak tahun 2011. Salah satu target negara
yang dituju adalah Vietnam. Sebagai negara yang baru mengawali proses pembangunan
pada pertengahan tahun 1980an, Vietnam menjadi negara yang tepat untuk dijadikan
contoh penerapan SU di luar wilayah Korea. Keberhasilan penerapan SU di Vietnam
dengan status sebagai negara berkembang, akan dapat menjawab pertanyaan seputar
kecocokan program SU di negara-negara berkembang. Dengan demikian, pada beberapa
waktu kedepan, SU akan menjadi model pembangunan pedesaan yang mendunia.
Tujuan dan Keuntungan Kerja Sama Pembangunan Saemaul Undong di Vietnam
Merujuk kepada pembahasan di atas, tulisan ini mengidentifikasi tujuan masingmasing pihak terlibat. Korea memiliki tujuan untuk melakukan internasionalisasi SU.
Sementara itu, Vietnam bertujuan untuk mencapai kesuksesan pembangunan desa.
Tujuan masing-masing pihak bersifat rasional dengan mempertimbangkan beberapa hal
sebagai berikut.
Internasionalisasi SU menjadi tujuan rasional Korea dengan mempertimbangkan
beberapa hal sebagai berikut. Seperti disebutkan dalam bagian awal tulisan bahwa Korea
baru menjadi anggota OECD-DAC pada 2010. Menggarisbawahi kedudukan OECDDAC sebagai kelompok negara donor, keanggotaan tersebut menandai transformasi
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Korea dari negara penerima menjadi negara donor dalam sistem pembangunan
internasional. Selanjutnya, dalam konteks ini, Korea seringkali dikategorikan sebagai
emerging donor (Sato, Shiga, Kobayashi, & Kondoh, 2010, hal. 1).
Dalam konteks sebagai emerging donor, ada urgensi bagi Korea untuk
meningkatkan kualitas ODA yang didistribusikan. Selain itu, menyadari posisi sebagai
satu-satunya negara yang berhasil mengalami transformasi dari negara penerima menjadi
negara donor dalam lima dekade terakhir, Korea menawarkan pengalaman keberhasilan
pembangunan ekonomi dalam ODA yang didistribusikan. Dengan menggarisbawahi
posisi SU sebagai program kunci pembangunan desa di Korea, transfer SU sama halnya
dengan melakukan transfer pengalaman dan pengetahuan pembangunan ekonomi Korea.
Terkait kemunculan Korea sebagai emerging donor, yang bersamaan dengan
kehadiran emerging donor lain seperti China, India, Thailand, dan Malaysia, menuntut
Korea lebih strategis dalam mendistribusikan ODA agar dapat memperoleh posisi dalam
sistem pembangunan internasional. Dalam hal ini, SU dapat membedakan ODA Korea
dengan ODA yang berasal dari emerging donors lain bahkan donor tradisional. Secara
khusus dalam hubungan dengan donor tradisional, tulisan ini memandang keberadaan SU
sebagai kesempatan bagi ODA Korea untuk menjadi harapan atas pesimisme masyarakat
internasional terhadap ODA yang berasal dari donor tradisional.
Dalam hal ini, selain menjadi negara yang memiliki sejarah paling panjang
sekaligus negara prioritas SU, Vietnam hingga saat ini dipandang sebagai negara yang
paling baik memanfaatkan ODA Korea, termasuk dalam program SU. Merujuk kepada
pembahasan bagian sebelumnya, laporan proyek SU di Vietnam misalnya dalam proyek
Khoi Ky, Quang Tri, dan proyek Thanm Ngan menunjukkan hasil yang positif. Oleh
karena itu, menjadi penting bagi Korea untuk mempertahankan keberlangsungan SU di
Vietnam.
Sejumlah kesamaaan dan perbedaan karakteristik Korea dan Vietnam berhasil
diidentifikasi. Dalam hal kesamaan, menjustifikasi temuan Perdana Menteri Du Muoi
yang dipaparkan dalam bagian sebelumnya, studi KOICA dan GDN mengidentifikasi
sejumlah kesamaan sosial-ekonomi Vietnam pada 2010 dengan Korea pada 1970an.
Sejumlah kesamaan tersebut, misalnya GDP Vietnam yang mencapai hampir USD 1.800
pada 2012 berada pada level yang sama dengan Korea pada 1979, sementara rasio melek
huruf di Korea pada akhir 1950an mencapai 90% berada pada level yang sama dengan
Korea yakni di atas 90% pada 2011. Kesamaan turut terindentifikasi dalam semboyan
model pembangunan NRD, yakni “People know, People discuss, People do, People
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Monitor and for the benefit of rural people themselves.” Sementara slogan SU yakni
“diligence, self-help and collaboration” (Trang, Hanh, & Trang, 2015, hal. 1-2).
Selanjutnya, pembangunan ekonomi Korea dan Vietnam, secara khusus
pembangunan desa digerakkan oleh pemerintah otoriter masing-masing negara. Secara
lebih jauh, sebagaimana studi Antoine Bondaz and Léonie Allard yang telah dipaparkan
sebelumnya bahwa pelaksanaan SU dalam tujuan mencapai efektivitas ekonomi nasional
dalam faktanya turut menyokong keberlangsungan rezim berkuasa di Korea. Menyokong
pandangan tersebut, studi Muladi menemukan bahwa pemilihan presiden 1971 menjadi
motivasi utama Presiden Park dalam menginisiasi SU. Dalam situasi menurunnya
dukungan desa, SU menjadi langkah politik yang diambil untuk mempertahankan
loyalitas desa. Pandangan lain berkembang bahwa SU selaku program yang nampaknya
bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan pedesaan turut dimanfaatkan sebagai wadah
bagi praktik penggelapan, nepotisme, dan kronisme. Sebagai gambaran, Hyundai
memberi donasi sebesar KRW 7,4 milyar, Samsung sebesar KRW 7,8 milyar, LG sebesar
KRW 6,7 milyar, dan Daewoo sebesar KRW 4,86 milyar dalam periode 1971-1975.
Meskipun donasi yang diberikan atas tujuan kemanusiaan, donasi tersebut merupakan
bagian dari praktik politik uang. Faktanya, pebisnis yang tidak menyediakan pendanaan
bagi politisi, pinjaman mereka akan ditarik oleh Bank of Korea, atau mereka akan
memperoleh pemeriksaan pajak, atau aplikasi subsidi mereka ditolak (Kang, 2004, hal.
102).
Sementara itu, selaku negara berbasis komunis dengan sistem partai tunggal yakni
Vietnamese Communist Party (VCP), pembangunan desa menjadi bagian dari propaganda
dan mobilisasi partai negara. Sebagai gambaran, Vietnam memiliki tiga tingkat
kewenangan daerah: pertama, provinsi dan pusat kota; kedua, kota provinsi dan distrik
(kota quan atau desa huyen); dan ketiga, wards (kota) dan komune (desa). Sebelum Doi
Moi, negara menjadi pihak yang mengurus dan mencampuri setiap aspek kehidupan
masyarakat, sedangkan sejak 1981, ward yang dibentuk oleh VCP memegang setiap jenis
tanggungjawab administratif, ekonomi, politik, dan sosial (Koh, 2001, hal. 371-375).
Dengan kata lain, Doi Moi sebagai langkah reformasi ekonomi Vietnam tidak terlepas
dari dominasi dan kepentingan pemerintah. Oleh karena itu, dalam konteks ini, meskipun
memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda, pemerintah kedua negara nampaknya
memanfaatkan program pembangunan desa untuk melanggengkan kekuasaan.
Sehubungan dengan itu, tulisan ini memandang SU menjadi lebih mudah
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diimplementasikan di Vietnam karena negara ini memiliki pengalaman serupa dengan
Korea selama menjalankan praktik Doi Moi.
Meskipun demikian, juga penting untuk digarisbawahi bahwa Korea dan Vietnam
memiliki pola pembangunan yang berbeda. Liberalisasi di Korea terjadi dengan peran
kuat dari negara dalam mendukung State-owned Enterprises (SoE). Sebaliknya,
kegagalan pemerintah mendukung SoE dalam liberalisasi Vietnam berimplikasi terhadap
praktik joint venture antara negara dengan investasi asing (Nghiep & Quy, 2000, hal. 317331). Kembali menyoroti hasil studi KOICA dan GDN terkait ketimpangan target dan
capaian pembangunan yang diwarnai oleh signifikansi peran eksternal dalam NRD,
tulisan ini berargumen bahwa terdapat perbedaan kapasitas pemerintah kedua negara
dalam menyokong praktik pembangunan nasional.
Selain itu, berbeda dengan Korea, Vietnam bersifat multi-etnis. Merujuk kepada
sensus penduduk tahun 2009, 86% populasi Vietnam terdiri dari Kinh (kelompok
mayoritas), sementara sekitar 14% merupakan satu dari 53 kelompok etnis lain yang
terdaftar di negara (Hoang & Roubaud, 2016, hal. 2).
Pada akhirnya, meskipun terdapat serangkaian persamaan yang dapat
mempermudah implementasi SU di Vietnam, perbedaan turut dijumpai diantara Korea
dan Vietnam. Oleh karena itu, meskipun kesamaan karakteristik kedua negara
menyokong pertanyaan tentang posibilitas pengadopsian SU bagi negara berkembang
lain yang mempunyai karakteristik berbeda dengan Korea, tulisan ini berargumen bahwa
implementasi SU di Vietnam tetap menguntungkan Korea, yakni sebagai satu bukti
posibilitas SU menjadi model pembangunan desa global.
Tambahan lagi, Vietnam merupakan negara berkembang yang mendukung SU.
Pandangan tersebut dikonfirmasi misalnya melalui pernyataan Nguyen Ngoc Luan,
selaku Deputi Direktur dari Center for Agricultural Policy Consulting dalam lokakarya
dengan tema “Summary of Saemaul Undong Eight Pilot Villages, Looks Back on A Year
of Lao Cai Happiness Program,” pada 10 Januari 2017. Selain menyampaikan apresiasi
yang besar terhadap kerberhasilan yang dicapai oleh 8 desa percobaan, dalam konteks
pemenuhan kebutuhan mendasar, sosial, dan emosional penduduk desa, Nguyen Ngoc
Luan turut mengajukan perpanjangan program dalam rangka membawa SU menjadi satu
referensi dalam pembentukan NRD (Center for Agricultural Policy, 2016). Bahkan
sebagaimana disebutkan dalam bagian awal tulisan bahwa Presiden Truong Tan Sang
dalam salah satu kegiatan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema “New
Rural Development Paradigm and the Inclusive and Sustainable New Community Model”
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berkenaan dengan pengadopsian “Post-2015 Development Agenda” di New York pada
September 2015. Sehubungan dengan ini, sikap dan pernyataan Vietnam mengafirmasi
implikasi positif SU terhadap praktik pembangunan desa di Vietnam. Berikut merupakan
penggalan pidato yang disampaikan:
“The successes of Saemaul Undong Movement, deeply rooted in simple but very
efficient ideas have turned the poor and backward rural areas in the ROK into those
of prosperity and modernity. The key element making the movement a great success is
to bring into full use the role of the people. All criteria to select projects derive from
the interest of the people. This is an invaluable lesson that Vietnam and other
developing countries could learn. The idea behind the movement coincides with the
consistent policy of Vietnam placing the people at the heart of all development
strategies. Therefore, we have learned from the movement during our efforts to build
new rural areas, and attained positive outcomes (Vietnam News Agency, 2015).
[Kesuksesan Gerakan Saemaul Undong, berakar dalam ide yang sederhana namun
efisien telah menggerakkan wilayah desa yang miskin dan tertinggal di Korea menjadi
desa yang makmur dan moderen. Elemen kunci yang menyukseskan gerakan tersebut
yakni maksimalisasi peran masyarakat. Semua kriteria pemilihan proyek berasal dari
kepentingan masyarakat lokal. Hal tersebut merupakan pembelajaran yang tidak
ternilai yang dapat dipelajari oleh Vietnam dan negara lain. Gagasan dibalik gerakan
tersebut sejalan dengan kebijakan Vietnam secara konsisten menempatkan masyarakat
sebagai inti dari strategi pembangunan. Oleh karena itu, kami telah belajar dari gerakan
Saemaul Undong selama proses pembangunan wilayah pedesaan kami, dan berhasil
memperoleh hasil positif].

Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan Vietnam dalam kerja sama
pembangunan desa SU, yakni mencapai kesuksesan pembangunan desa. Merujuk kepada
persoalan utama yang dihadapi Vietnam dalam praktik pembangunan desa, tulisan ini
fokus terhadap tujuan Vietnam. Tujuan pertama, yakni memperoleh sumber pendanaan.
Seperti negara berkembang lain, Vietnam turut menghadapi persoalan pendanaan dalam
menjalankan praktik pembangunan desa. Sehubungan dengan itu, sejak akhir 2013,
pemerintah Vietnam melakukan pendekatan terhadap sejumlah mitra pembangunan
dalam rangka mencari sokongan dan bantuan finansial untuk memperluas cakupan dan
membangun NRD (International Fund for Agricultural Development, 2016). Dalam hal
ini, tulisan ini berargumen bahwa ODA Korea dapat menjadi sumber pendanaan yang
potensial bagi praktik pembangunan desa di Vietnam. Pandangan ini berkenaan dengan
komitmen yang ditunjukkan Korea sebagai salah satu donor utama Vietnam dalam kurang
lebih satu dekade terakhir. Tabel 2. di bawah ini menunjukkan data distribusi ODA Korea
ke Vietnam berdasarkan sektor Periode 2006-2014.
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Tabel 2. ODA Korea ke Vietnam Berdasarkan Sektor Tahun 2006-2010.
Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

Jumlah

13,72

28,40

58,61

62,21

101,20

Infrastruktur Sosial

8,35

19,97

17,82

38,47

41,44

- Pendidikan

3,53

8,92

3,92

3,55

4,00

- Kesehatan

3,28

4,86

6,02

22,09

25,76

- Kependudukan & Kesehatan
Reproduksi

*1,52

-

-

0,05

-

- Suplai Air dan Sanitasi

0,64

2,10

6,59

9,89

7,51

- Pemerintah & Masyarakat Sipil

0,71

3,83

0,44

1,46

2,29

- Infrastruktur& Layanan Sosial
Lainnya

0,20

0,25

0,85

1,42

1,87

Infrastruktur Ekonomi

3,98

4,08

37,88

21,07

55,22

- Transportasi & Pergudangan

0,78

0,19

34,95

18,63

46,85

- Komunikasi

2,70

2,17

2,49

2,36

7,65

- Energi

0,43

1,42

0,23

0,02

0,02

- Jasa Perbankan dan Keuangan

0,01

0,21

0,21

0,02

-

- Bisnis & Layanan Lainnya

0,06

0,09

-

0,04

0,70

Sektor Produksi

0,87

1,83

1,00

1,08

1,14

0,28

0,64

0,71

0,93

0,78

0,32

0,97

0,28

0,15

0,24

0,27

0,22

0,01

0,01

0,09

- Pariwisata

-

-

-

-

0,02

Multi-sektor/ Lintas Sektoral

0,22

2,48

1,85

1,55

3,28

- Perlindungan terhadap lingkungan
(secara umum)

0,12

0,89

0,25

0,27

2,71

- Multi-sektor lainnya

0,10

1,59

1,60

1,28

0,57

- Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
- Industri, Pertambangan, &
Konstruksi
- Kebijakan dan Regulasi
Perdagangan

Sumber: diolah kembali dari KOICA dan OECD.
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Tabel 3. ODA Korea ke Vietnam Berdasarkan Sektor Tahun 2011-2014.
Tahun

2011

2012

2013

2014

Jumlah

Jumlah

146,44

207,58

242,45

187,04

1.047,65

Infrastruktur Sosial

48,40

55,88

59,49

58,04

347,86

- Pendidikan

19,65

10,46

14,70

20,62

89,35

- Kesehatan

18,81

33,82

20,46

14,64

149,74

- Kependudukan & Kesehatan
Reproduksi

-

-

-

-

1,57

- Suplai Air dan Sanitasi

5,64

7,76

18,04

15,67

73,84

- Pemerintah & Masyarakat Sipil

3,13

2,76

4,46

5,27

24,35

- Infrastruktur& Layanan Sosial
Lainnya

1,18

1,08

1,83

1,84

10,52

Infrastruktur dan Jasa Ekonomi

91,75

111,02

152,17

108,00

585,17

- Transportasi & Pergudangan

85,71

102,85

149,85

101,01

540,82

- Komunikasi

5,60

7,58

1,00

5,64

37,19

- Energi

0,09

0,51

1,00

0,57

4,29

- Jasa Perbankan dan Keuangan

0,0001

0,05

0,02

0,41

0,9301

- Bisnis & Layanan Lainnya

0,34

0,02

0,29

0,36

1,9

Sektor Produksi

2,53

3,09

7,05

11,80

30,39

1,64

1,78

2,55

3,94

13,25

0,76

1,17

4,24

7,38

15,51

0,11

0,13

0,26

0,47

1,57

- Pariwisata

0,03

0,02

-

-

0,07

Multi-sektor/ Lintas Sektoral

3,53

37,58

23,70

8,55

82,74

- Perlindungan terhadap lingkungan
(secara umum)

1,36

30,69

21,04

0,52

57,85

- Multi-sektor lainnya

2,17

6,89

2,65

8,03

24,88

- Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
- Industri, Pertambangan &
Konstruksi
- Kebijakan dan Regulasi
Perdagangan

Sumber: diolah kembali dari KOICA dan OECD. 3

Sebagai tambahan, Korea juga telah berkomitmen untuk menyokong
pembangunan Vietnam bahkan setelah status negara ini mengalami peningkatan menjadi
middle-income country. Komitmen tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena
sebagai anggota OECD-DAC sudah seharusnya Korea mematuhi Monterrey Consensus
yang mengamanatkan negara donor untuk memberikan prioritas bantuan kepada negara
yang lebih miskin. Oleh karena itu, pembahasan melalui poin ini kembali menunjukkan
pentingnya posisi Vietnam dalam strategi ODA Korea. Adapun komitmen tersebut
disampaikan oleh Sekretaris I Kedutaan Besar Korea di Vietnam dalam sebuah
wawancara dengan Vietnam Economic News, sebagai berikut:
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“Although Vietnam has become a middle-income country, the RoK has not changed its
ODA policy for Vietnam. We will continue focus on fields which are suitable to Vietnam’s
socioeconomics development strategies. Vietnam is a large beneficiary of Korean ODA
because it has an important position in RoK’s foreign policy [...] Vietnam is considered
the most efficient country in using Korean ODA among other beneficiaries of this capital
source. The RoK has provided ODA for Vietnam since 1992. Since then lots of projects in
the field of transport infrastructure, environmental and rural development have been
completed with results exceeding our expectations [...] I would like to emphasize that the
Vietnamese Government has very effectively used Korean ODA Capital. (Talk Vietnam,
2012)”
[Meskipun Vietnam telah mengalami peningkatan status menjadi negara berpendapatan
menengah, Korea tidak akan mengubah kebijakan ODA terhadap Vietnam. Kami akan
secara berkelanjutan fokus terhadap bidang yang sesuai dengan strategi pembangunan
sosial-ekonomi Vietnam. Vietnam merupakan penerima manfaat besar dari ODA Korea
karena Korea memiliki posisi yang penting dalam kebijakan Korea [...] Vietnam
dianggap sebagai negara yang paling efisien dalam menggunakan ODA Korea diantara
negara-negara penerima lain dari sumber modal jenis ini. Korea telah menyediakan ODA
bagi Vietnam sejak 1992. Sejak saat itu, banyak proyek dalam bidang infrastruktur
transportasi, lingkungan dan pembangunan desa dilaksanakan dengan hasil yang
melampaui ekspektasi Korea [...] Saya ingin menekankan bahwa pemerintah Vietnam
telah dengan sangat efektif mempergunakan sumber modal jenis ODA Korea.

Tujuan kedua, yakni tujuan memperoleh model pembangunan yang mampu
menggerakkan partisipasi penduduk lokal dalam praktik pembangunan desa. Berdasarkan
pemaparan sebelumnya diketahui bahwa program pembangunan desa Vietnam
menghadapi persoalan dalam menggerakkan partisipasi penduduk lokal. Sehubungan
dengan itu, SU dapat menjadi referensi bagi Vietnam. SU memiliki pengalaman
keberhasilan dalam menarik penduduk desa untuk berpartisipasi secara sukarela. Sebagai
gambaran, dalam periode 1971-1974, partisipasi setiap desa di Korea mengalami
peningkatan sebanyak 14,3%, dari 216 peserta untuk setiap desa menjadi 3.082. Bahkan,
investasi dana penduduk desa mengalami peningkatan dari 66% menjadi 78,3% dari
jumlah investasi. Hari kerja rata-rata yang disumbangkan setiap rumah tangga mencapai
angka 19 hari pada 1973 yang diperuntukkan untuk membangun jalan desa, memperbaiki
sistem air minum, dan aktivitas lain (tanpa memperhitungkan hari kerja yang diperlukan
untuk mengganti atap jerami dengan atap semen) (Trang, Hanh, & Trang, 2015, hal. 16).
Merujuk kepada pembahasan yang telah dilakukan, terlihat bahwa masing-masing
pihak yang terlibat, yakni Korea dan Vietnam memiliki tujuan dalam membentuk kerja
sama pembangunan desa SU. Korea memiliki tujuan untuk melakukan internasionalisasi
SU. Sementara itu, Vietnam bertujuan untuk mencapai kesuksesan pembangunan desa.
Kedua tujuan bersifat rasional dengan mempertimbangkan posisi masing-masing pihak
dalam kerja sama yang terbentuk. Dari sisi negara donor, internasionalisasi SU dapat
membantu Korea memperoleh posisi dalam sistem pembangunan internasional.
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Sementara dari sisi negara penerima, kesuksesan pembangunan desa dapat menjadi kunci
pengentasan persoalan perekonomian nasional Vietnam.
Selanjutnya, pembahasan bagian ini turut memperlihatkan bahwa masing-masing
pihak membantu pihak lain untuk mencapai tujuan mereka. Korea menyediakan
pendanaan dan model pembangunan yang mampu menarik partisipasi penduduk desa
yang menjadi persoalan utama dalam praktik pembangunan desa di Vietnam. Sementara
itu, Vietnam memberikan justifikasi atas posibilitas pengadopsian SU oleh negara
berkembang yang menjadi sokongan bagi Korea untuk mencapai internasionalisasi SU.
Dengan kata lain, kerja sama pembangunan desa dalam program SU telah berhasil
memberikan keuntungan secara mutual bagi semua pihak yang terlibat.
KESIMPULAN
Dalam satu dekade, Vietnam mampu menjadi negara mitra prioritas kerja sama
pembangunan Korea dengan kecendrungan penerimaan distribusi ODA yang mengalami
peningkatan setiap tahun. Secara khusus dalam konteks kerja sama pembangunan desa,
terbentuk kerja sama yang istimewa diantara Korea dan Vietnam yang direfleksikan
melalui tindakan Korea yang memosisikan Vietnam sebagai negara prioritas dalam
strategi internasionalisasi SU. Di satu sisi Vietnam memberikan dukungan terhadap SU
dalam level internasional. Merujuk kepada kondisi tersebut, tulisan ini melakukan kajian
terhadap tujuan dan keuntungan yang menjadi penggerak kerja sama pembangunan desa
antara Korea dan Vietnam.
Dengan menggarisbawahi posisi SU sebagai program yang memuat pengalaman
keberhasilan pembangunan desa di Korea, Korea memiliki tujuan yang rasional.
Pasalnya, internasionalisasi SU dapat menjadi jalan bagi Korea selaku emerging donor
untuk memperoleh posisi dalam sistem pembangunan internasional. Sementara itu,
dengan menggarisbawahi persoalan utama pembangunan desa Vietnam, yakni pendanaan
dan ketidakmampuan menggerakkan partisipasi penduduk lokal, Vietnam turut memiliki
tujuan yang rasional. Pasalnya, kesuksesan pembangunan desa dapat menjadi kunci
pengentasan persoalan ekonomi nasional Vietnam.
Selanjutnya, hasil studi menemukan bahwa kerja sama yang telah terbentuk
mampu memfasilitasi masing-masing pihak untuk membantu pihak lain mencapai tujuan.
Korea menyokong pembangunan desa Vietnam melalui pendanaan serta pengalaman dan
pengetahuan dalam menggerakkan partisipasi penduduk desa. Di sisi lain, Vietnam
mampu memberikan justifikasi terhadap posibilitas pengadopsian SU oleh negara
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berkembang melalui keberhasilan praktik pengadopsian SU serta dukungan atas
keunggulan SU di level global.
Secara lebih jauh, pada dasarnya kerja sama SU yang terbentuk diantara Korea
dan Vietnam berkaitan erat dengan kepemilikan sources masing-masing pihak (seperti
dana serta pengalaman dan pengetahuan Korea; dana serta SDM Vietnam). Selanjutnya,
perlu menjadi catatan bahwa tulisan ini berhasil mengidentifikasi kesamaan beberapa
karakteristik yang dimiliki antara Korea pada 1970an dengan Vietnam saat ini sebagai
faktor penting. Faktor tersebut dapat mempermudah proses pengadopsian SU oleh
Vietnam. Hal ini sedikit banyak menyokong pertanyaan tentang posibilitas pengadopsian
SU bagi negara berkembang lain yang mempunyai karakteristik berbeda dengan Korea.
Meskipun demikian, perbedaan beberapa karakteristik diantara Korea dan Vietnam turut
teridentifikan. Oleh karena itu, pada akhirnya, implementasi SU di Vietnam masih
bernilai strategis bagi ketercapaian tujuan Korea.
Selain itu, tulisan ini menyadari kondisi proyek SU di Vietnam yang cenderung
masih berada dalam proses pelaksanaan. Berkenaan dengan itu, diperlukan studi lanjutan
mengenai kerja sama SU antara Korea dan Vietnam dalam rangka memperoleh
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ini. Meskipun demikian, pada
akhirnya, studi ini mengafirmasi pemikiran Milner melalui temuan studi mengenai
keberadaan tujuan dan keuntungan yang menjadi penggerak utama praktik kerja sama
internasional.
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CATATAN BELAKANG
1

Menurut pendapat NGOs, proyek percobaan SU di Vietnam dimulai bahkan lebih awal daripada
program Korean International Cooperation Agency (KOICA) (2001), yakni pada 1999 di Provinsi Ha
Tray atas inisiasi National Council of Saemaul Undong. Lihat (Kim J. H., 2013).
2

Doi Moi merupakan “market-oriented socialist economy under state guidance” atau diterjemahkan
sebagai ekonomi sosialis yang berorientasi pasar dan masih berada di bawah pengawasan negara
(Beresford, 2008). Doi Moi terdiri dari rangkaian kebijakan yang diterapkan dalam berbagai bidang
ekonomi sebagai bagian dari reformasi Vietnam. Langkah-langkah tersebut terdiri dari: pengakuan bentuk
non-sosialis produksi seperti pertanian individu di sektor pertanian dan perusahaan swasta di sektor industri
dan jasa, penghapusan harga mekanisme kontrol, reformasi di sektor keuangan, promosi investasi bagi
asing (Nghiep & Quy, 2000).
OECD International Development Statistics Database dan KOICA (diolah kembali oleh penulis).
Sebagai tambahan seluruh satuan dalam nilai USD 1.000.000. Terkait keterbatasan data yang dapat
tulisan ini akses, data mengenai distribusi ODA Korea ke Vietnam berdasarkan sektor dipandang relevan
karena mampu menunjukkan data terkait sektor-sektor yang menjadi tujuan ODA Korea, terutama sektor
pertanian sebagai salah satu fokus dalam SU. Besaran angka merujuk pada data pengeluaran atau
disbursement ODA Korea. Data tidak termasuk bantuan berbasis komoditas/ bantuan program umum,
bantuan terkait utang, bantuan kemanusiaan, bantuan kepada NGOs, Pengungsi di negara donor, serta
bantuan tidak spesifik/bantuan yang tidak dialokasikan. Data dengan “*” hanya memuat data bantuan
KOICA pada sektor yang bersangkutan.
3
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